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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan pertanggungjawaban
hukum pelaku perantara dalam kasus jual beli narkotika berpenerapan pidana mati.
Fokus utama penelitian adalah menganalisis dasar hukum, proses penuntutan, serta
pertimbangan hakim terkait penjatuhan hukuman pidana mati. Jenis penelitian yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan (/ibrary research).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini
menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan
narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu mereka
merupakan bagian integral dari jaringan kriminal yang terorganisasi dengan tingkat
hierarki dan sistematisasi yang tinggi. Pelaku perantara tidak hanya berfungsi
sebagai penghubung antara pengedar utama dan konsumen, tetapi juga
melaksanakan tugas penting seperti pengangkutan, distribusi, dan pengamanan
barang terlarang. Motivasi utama mereka didorong oleh keuntungan ekonomi yang
besar, dengan insentif berupa upah dan komisi yang signifikan.

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam
kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu
pertanggungjawaban hukum pidana berupa pidana mati karena terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi pelaku
perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan jumlah barang bukti sabu
sebanyak 29.000 gram dan 39.000 butir pil ekstasi” yang disembunyikan dalam
plastik the warna hijau merek Guanyinwang. Tantangan dan hambatan dalam
penegakan hukum terhadap pelaku perantara narkotika yang dijatuhi pidana mati
berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn menghadapi berbagai
tantangan dan hambatan yang kompleks.

Tantangan utama meliputi proses pembuktian yang memerlukan bukti kuat
dan memenuhi standar hukum tinggi, serta risiko kekeliruan dalam menentukan
peran pelaku perantara yang sering tersembunyi dan sulit dibuktikan secara
definitif. Disarankan dalam penegakan hukum, perlu memastikan bahwa proses
penjatuhan dan eksekusi hukuman mati tetap mengikuti prosedur yang transparan
dan adil, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunei: peran, pertanggungjawaban hukum, pelaku perantara, jual beli
narkotika, pidana mati
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ABSTRACT

The objective of research is to examine the role and legal liability of
intermediaries in narcotics sales cases subject to the death penalty. The main focus
of the research is to analyze the legal basis, prosecution process, and the judge's
considerations regarding the imposition of the death penalty. The type of research
used in this research is normative juridical research, namely legal research
conducted by examining library materials or secondary data. Data collection
techniques were carried out through library research.

The data analysis technique used in this legal research is descriptive
qualitative analysis. Based on the results of the research, the role of intermediaries
in the process of narcotics distribution and sales based on Decision Number
355/Pid.Sus/2025/PN Mdn is that they constitute an integral part of an organized
criminal network with a high level of hierarchy and systematization. Intermediaries
do not merely function as links between the main dealers and consumers, but also
perform important tasks such as transporting, distributing, and securing prohibited
goods. Their primary motivation is driven by substantial economic benefits, with
incentives in the form of significant wages and commissions.

The criminal liability imposed on the intermediaries in the narcotics case
based on Decision Number 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn is in the form of the death
penalty because they were legally and convincingly proven guilty of committing the
criminal offense of "without authorization acting as an intermediary in the sale and
purchase of Narcotics Category 1," involving evidence consisting of 29,000 grams
of crystal methamphetamine and 39,000 ecstasy pills concealed in green plastic
bags bearing the Guanyinwang brand. The challenges and obstacles in law
enforcement against narcotics intermediaries sentenced to death based on Decision
Number 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn are complex.

The main challenges include the evidentiary process, which requires strong
evidence and compliance with high legal standards, as well as the risk of errors in
determining the role of intermediaries, whose involvement is often concealed and
difficult to establish definitively. It is recommended that, in law enforcement, the
process of imposing and executing the death penalty must continue to follow

mand fair procedures while taking into account the protection of human
A rights. O
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